
BUPATI TAPIIT
PROVIilSI KALIMAITTAI| SELITTAIY

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR !:t1, TAHUN 2916

TEITTAITG

PEIUNJIIK TEKITIS PEIYY'T'SUNAN
RTITCANA PEMBANGI'ITAIT JANGKA MENEITGAII DESA

DAITI RTNCANA I(ER^IA PEMERINTATI DTSA

DEITGAIT RAIIMAT fl'HAIT YAITG MAIIA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BIIPATI TAPIIII,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2Ol4 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, perlu mengatur
Pehrnjuk Teknis Pen5rusunan Rencana
Pembangan€rn Jangka Menegah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pen5rusunan Rencana
Pembangarlan Jangka Menegah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan
Nepotisme (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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6.

3.

4.

5.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a4271;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OI1
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OlL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa
ka1i, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol+
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol+ Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Perahrran Pemerintatr Nomor 79 Tahun
2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);



-3-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2OL4 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor t57 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peratrrran Pemerintah Nomor 60 Tahun
2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 586a);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2OL4 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

10.

t2.

13.

,\
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN :

PETUNJT'K TEKNIS PEIIn'SUNAIT RENCANA
PEMBANGIINAN JAITGI(A UEITEIYGAII DESA
DAIT RTITCAITA I(ER.IA PEUERINTNI DESA.

BAB I
I(ETENTUAil TIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Lrrusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati TaPin.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelanggaraan Urusan Pemerintahan y{Lg
Kewenangan Daerah.

menjadi

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintatran, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggar€ran Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hak
Asal Usul dan Adat Istiadat Desa.

8. Pemerintatran Desa adalah penyelenggaraan urusart
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatrran Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepa1a Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai un sur penyelen ggar a Pemerinta}ran D e sa.

1O. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
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11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratanr Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa
yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
swadaya masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Daerah.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

14. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan ditingkat dusun untuk menggdi masalah, potensi,
peh-lang pendayagunaan sumber daya Desa.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besuunya kesejahteraan
masyarakat Desa.

17. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai
hrjuan Pembangunan Desa.

18. Pemba.n3funan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di Desa dan kawasan Perdesaan yang
dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna
mewujudkan pengamsutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejatrteraarl masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
mela-lui penetapan kebijakan, prograrn, kegiatan dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

2O. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat,
masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika
masyarakat Desa.
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21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumbei
dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan
lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang
dihadapi Desa.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.

23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu I
(sattr) Tahun.

24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang
menjadi bagan dari RKP Desa unttrk jangka waktu 1 (satu)
I'ahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah
Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.

25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan
asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan
Desa.

28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggararl
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah dan digunakan untuk rnembiayai penyelenggaraart
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberd ayaarT
Masyarakat Desa.

29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Daeratr dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

30. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan narna
lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat.

31. kmbaga Adat Desa adalatr merupakan lemboga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

32. Penggalian Gagasan Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan
untuk menemukenali potensi, peluang pendayagunaan Sumber
Daya Desa dan masalah yang d
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33. Tim Penyusun RPJM Desa adalah Tim yang dibentuk oleh
Desa yang jumlah paling sedikit 7 (tduh) orang dan
banyak 11 (sebelas) orang, mengikutsertakan perempuan
men5rusun RPJM Desa.

34. Tim Penyusun RKP Desa adalah Tim yang dibentuk oleh
Desa yang jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan
banyak 11 (sebelas) orang, mengikutsertakan perempuan
menlrusun RKP Desa.

Kepala
paling
untuk

Kepala
paling
untuk

(1)

(21

(s)

(4)

(s)

Pasal 2

Pemerintah Desa men5rusun perencanaan Pembangunan Desa
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunuLn Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah
Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis
dilaksanakan oleh SKPD dan Pendamping Kecamatan.

Dalam rangka meng[<oordinasikan Pembangunal Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, KEPALA DESA dapat
didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.

Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan
Pemberd ay aar7. Masyarakat Desa.

BAB II
MAKSIID DAIT TUJUAIT

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan payung
hukum dan pedoman yang jelas bagr Pemerintah Desa untuk
pen5rusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
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Pasal 5

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalatr agar penyusunan
RPJM Desa dan RKP Desa yang baik berdasarkan prinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-
royong, akuntabel, terurkur, disiplin anggaran dan tertib serta
disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB UI

PERTITCAIYAAN PEMBANGTINAIT DESA

Bagtan Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Perenc€rnaan Pembangunan Desa disusun secara be4'angka
meliputi:

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yarrtg disebut RKP
Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

(2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peratr.ran Desa.

Pasal 7

(1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(21 RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli
tahun bedalan.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah untuk
pen5rusunan perencanaan pembangunan skala Desa Tahun N+ I
dan unhrk penJmsunan perencana€rn pembangunan skala
Kabupaten Tahun N+2.
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Bagian Kedua

Pen5nrsuaan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah
kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang
meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Pembakuan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur kewenangan
Desa.

(3) Pembakuan Kode Bidang, Program dan Kegiatan Pembangunan
Desa sebagaimana ketentuan dalam l,a.mpiran J,ang mempakan
bagian tidak terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan
cita-cita yang ingrn diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat
pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat di ukur
untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan,
keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

(3) Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa
agar hrjuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang
merupakan penjabaran dari Visi yang telatr ditetapkan oleh
Kepala Desa.

(a) Kebijakan Pembanguan Desa diarahkan membangun Desa
disegala bidang berdasarkan kewenangan Desa ymtg mempakan
perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa.

(5) Tujuan Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kr-ralitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuham kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan
potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
hngkungan secara berkelanjutan.
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Pasal 1O

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RpJM Desa dengan
mengikutsertakan unsu.r masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa
dan prioritas program dan kegiatan Daerah.

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. sosialisai dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;

b. penyelarasan arah kebdakan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

c. pengkajian keadaan Desa;

d. penJrusunan rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa;

e. penlrusunan rancangan RPJM Desa;

f. penJrusunan rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Penbentutaa Tin Pen5rusun RPJM Desa

Pasal 11

(1) Sebelum men5rusun RPJM Desa Kepala Desa menyelenggarakan
sosialisasi kepada masyarakat.

(2) Sosialisasi penJrusunan RPJM Desa sebagaimala dimaksud ayat
(1) diikuti oleh Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimara dimaksud pada ayat (2), antara
lain :

a. lembaga kemasyarakatan Desa;

b. tokoh adat;

c. tokoh agama;

d. tokoh masyarakat;

e. tokoh pendidikan;

f. perwakilan kelompok tani;

g. perwakilan kelompok nelayan;

h. perwakilan kelompok pengrajin;

i. penrrakilan kelompok perempuan;



-11-

j. perwakilan forum anak;

k. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
l. perwakilan kelompok masyarakat miskin;dan
m. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat Desa.

Pasal 12

(1) Pada saat sosialisasi pennrsunan RPJMDesa Kepala Desa
memfasilitasi Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa secara
partisipatif,

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri dari :

a. Kepala Desa selaku Pembina;

b. Sekretaris Desa selaku Ketua;

c. Ketua Lembaga PemberdayaErn Masyarakat selaku Sekretaris;
dan

d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, kmbaga
Pemberd ay aala Masyarakat, Kader Pemberd ay aart Masyarakat
Desa dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(a) Tim PenSrusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim Pen5rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daeratr;

b. pengkajian keadaan Desa;

c. penJrusunan rancangan RPJM Desa; dan

d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
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Paragmf 3

Penyelaraaan Arah Keb[iakan Penbangunan Desa dengan arah
KebtJakan Pembanguaan Daerah

Pasal 14

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan musyawarah penyelarasan
Arah Kebdakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 humf a.

Penyelarasan arah kebijakan sslagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan
Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau
mendapatkan informasi tentang Arah Kebijakan Pembangunan
Daerah.

Informasi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 sekurang-kurangnya meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah;

d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah; dan

e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program
dan kegiatan Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimalsud pada ayat
(1), dikelompokkan menjadi Bidang Penyelenggaraarl
Pemerintahan Desa Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan
kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

(4) Data rencara prograrn dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

(21

(3)

(4)
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paragraf 4
Pengk4Jian Keadaan Desa

' pasal 16

(t) Tip Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desasebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b.

(2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam rangka memperti-Uarrgt rr toiai.i ot3"f.Uf

(3) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),meliputi kegiatan sebagai beri ru1 :

a. penyelarasan data Desa;
b. penggalian gagas€rn masyarakat yang kegiatannya adarah :

1. pengelompokan masalah dan potensi desa; dan
2. lokakarya Desa;

c. penJrusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(a) I"aporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksudprgr ayat (3) l"*f c dituangkan dalam berita acara dan menjadibahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangkapenrusunan perencanaan pembangunan Desa.

pasal lZ
(1) Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud dalam pasa_l 16ayat (3) hurr-f a dilalmkan meli ui kegiatan :

a. pengambilan data dari Dokumen Data Desa; dan
b. pembandingan data'Desa dengan kondisi Desa terkini.

(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi a,taralain ;

a. sumber daya manusia;
b. sumber daya alam;
c. sumber daya pembangunan;
d. sumber daya sosial budaya yang ada di Desa;
e. data ketimpangan gender;
f. data kemiskinan;
g. data kekerasan dalam rumah tangga
h. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) danmasyarakat marjinal;
i. data kondisi infrastruktur; dan

"+
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(3)

(41

(s)

j. data asset tetap desa.

Hasil Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam Format Data Desa.

Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi batran masukam dalam musyawarah Desa dalam
rangka pen5rusunan Perenc€uraan Pembangunan Desa.

Pasal 18

(1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali
potensi dan peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa dan
masalah yang dihadapi Desa.

(2) Hasil penggalian gagas€rn sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
dikaji dalam Lokakarya Desa.

Pasal 19

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
dilakukan secara partisipatif dengan cara diskusi kelompok
secara terarah melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun
sebagai sumber data dan informasi.

(2) Pelibatan masyarakat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan melalui musyawarah Desa dengan
menggunakan :

a. sketsa Desa;

b. kalender musim; dan

c. bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali
gagasan masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain :

a. ketua RT;

b. ketua RW;

c. tokoh adat;

d. tokoh agama;

e. tokoh masyarakat;

f. tokoh pendidikan;

g. kelompok tani;

h. kelompok nelayan;
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i. kelompok perajin;
j. kelompok perempuan;

k. forum anak;

l. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

m. kelompok masyarakat miskin;dan

n. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat Desa.

(a) Tim penyusun RPJM Desa rnelakukan pendampingan terhadap
musyawarah dusun dan/atau dapat menambahkan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, dalam rangka
meningkatkan kualitas hasil penggalian gagas€rn.

Teknik pengkajian masalah dan potensi dari sketsa Desa
sebagaimana ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

a. sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar atau umum
mengenai sumber daya fisik (alam maupun buatan), alat
untuk menggali masalah yang berhubungan dengan sumber
daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk
mengatasi masalah;

b. hal-hal yang perlu di gambar dalam Sketsa Desa adalah
batas Desa, sumber daya alam (sungai, danau, laut, hutan,
bukit d11), penggunaan lahan (lahan persawahan, lahan
palawija, lahan kebun, lahan penggembalaan ternak, dan
tanah desa), sumber daya buatan (ialanjembatan, pengairan,
sekolah, balai desa rumah penduduk, mesjid dll) dan dapat
disimbolkan dengan legenda peta; dan

c. menggali masalah dan potensi sering disebut mewawartcarai
alat kajian Sketsa Desa dilakukan oleh Tim untuk menggali
informasi yalrtg dibutuhkan sebagai dasar perenc€rnaan
pembangunan yaitu kondisi lingkungan, mutu dan
pemanfaatan lahan, keadaan prasarana fisik, kegiatan
ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kesehatan,
keamanan dan keagamaan.

Teknik pengkqiian masalah dan potensi dari kalender musim
sebagaimana ayat (2) huntf b adalah sebagai berikut :

a. kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa
kritis dalam kehidupan masyarakat yaitu saat saat
dirasakannya masalah yang menyangkut kebutuhan dasar
yang terjadi cukup parah dan berulang-ulang;

b. informasi yang dapat dihimpun dari kelender musim yaitu
masalah kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan,
kesehatan, pangan, sandang, dan perumahan), masalah
kegiatan masyarakat pedesaan (kegiatan tanam,
sadap karet dan menangkap ikan), masa kritis pada
tertentu (musim pancaroba, musim kemarau, musim
musim paceklik, musim barat, musim timur); dan

panen,
musim
hujan,

(6)
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c. pemberian nilai hams luwes dan tentukan nilai terendah dan
tertinggi (terendah 1 dan tertinggi 5).

Teknik pengkajian masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
Desa sebagaimana ayat (2) huruf c adalatr sebagai berikut :

a. bagan kelembagaan Desa adalah suatu gambaran, keadaan
peranan (manfaat) lembaga desa bagi masyarakat. Sebagai
alat kajian untuk menggali masalah yang berhubungan
dengan peranan (manfaat) lembaga di desa bagi masyarakat
dan potensi yang tersedia unuk mengatasi masalah;

b. jenis informasi yang dapat diperoleh melalui bagan
kelembagaan yaitu kunci penting dalam pembangunan Desa,
gambaran peran dan manfaat lembagan di Desa terhadap
masyarakat, gamabar€rn hubungan lembaga di Desa dengan
masyarakat dan gambaran perzrnan pria dan wanita dalam
lembaga; dan

c. pengertian simbol lingkaran besar dan kecil mengg€rmbarkan
peranan dan manfaat yang dirasakan masyarakat sedangkan
panah panjang dan pendek menggambarkan sering tidaknya
hubungan yang dirasakan oleh masyarakat, selanjutnya
lembaga yang ada diluar desa tetapi berperan dan ada
hubungan dengan masyarakat digambarkan dekat atau
menempel dengan batas Desa.

Dalam hat terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Tim Penyusun RPJM
Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan
kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasat 20

(1) Tim Pen5rusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan
rencana kegiatan dan musyawarah dusun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas
dikaji dalam Lokakarya Desa dan dituangkan dalam format
usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat l2l, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian
keadaan Desa

(4) Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diikuti unsur
antara lain sebagai berikut :

a. Utusan atau Perwakilan Dusun;

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;

c. Pemerintah Desa;

(8)
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d. Instansi Pendidikan, Kesehatan Tingkat Desa;

e. Kelompok Perempuan;

f. Kelompok Ekonomi;

g. Forum Anak dan Pemerhati Anak; dan
h. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial

budaya Desa.

(5) Dalam L,okakarya Desa dibahas hal-hat sebagi berikut ;

a. Legenda dan Sejarah Desa;

b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;

c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa;

d. Alternatif tindakan yang layak;

e. Penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

f. Penlmsunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa;

g. Penlrusunan arah kebijakan keuangan;

h. Perengkingan; dan

i. Penyusunan draft matrik RPJM Desa.

(6) Hasil Lokakarya Desa menjadi lampiran laporan pengkajian
keadaan Desa.

Pasal 21

(1) Tim Pen5rusun RPJM Desa men5rusun laporan hasil pengkajian
keadaan Desa.

(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita aca-ra.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilampiri
dokumen :

a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan yang akan masuk ke
Desa;

c. data renc€u1a program pembangunan kawasan perdesaan;

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa
dari dusun dan/atau keloinpok masyarakat; dan

e. hasil musyawarah dusun dan Lokakarya Desa.
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Pasal 22

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil
pengkajian keadaan Desa.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan
Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan Rencana
Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Paragraf 5

Pea5rusunan Rencana Awal RPJM Desa Melalul Mus5rawarah Desa

Pasal 23

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah
Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 24

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
membahas dan menyepakati sebagai berikut :

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan
dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 25

(1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menJrusun RPJM Desa.
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Paragraf 5

Pen5rusunan Rancangan Akhir RPJM Desa

Pasal 26

(1) Tim pen5rusun RPJM Desa men5rusun rErncanga.n RPJM Desa
berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 25
ayat (1).

(2) Rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam Format Rancangan RPJM Desa.

(3) Sistematika Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat :

Daftar isi

Kata Pengantar

BAB I PEITDAHI'LUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan T\rjuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAItrBARAIT TIMUM KOIYDISI DESA

2.L Sejarah Desa

2.1.1 Asal Usul/l,egenda Desa

2.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa

2.2 Kondisi Geografis

2.3 Kondisi Demografis

2.3.1Potensi Sumbar Daya Alam

2.3.2 Potensi Sumbar Daya Manusia

2.3.3 Potensi Sumber Daya Pembangunan

2.3.4 Sumber Daya Sosial Budaya

2.4 Perekonomian Desa

2.5 Pemerintatran Desa

2.5.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Dcsa

2.5.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.5.3 Struktur LPM

BAB III VISI DAIT MISI
3.1 Umum

3.2 Nilai ya.;rrg Melandasi

3.3 Visi dan Misi

3.3.1 Visi
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3.3.2 Misi

BAB Iv TUJUAIT DAIT SASARAN

4.L T\rjuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATECI PEMBANGUNAN DESA

5.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa

5.2 Rencanaan Pembangunan Desa

5.3 Strategi Pembangunan Desa

BAB VI ARAII I(IBIJAI(AN I(TUAITGAN DESA

6.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

6.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa

6.3 Kebijakan Umum Anggaran

BAB VII I(EBIJAI(AIT I'MUM DESA

BAB VIII PROGRAU PEMBANGUNAN DESA

8.1 Rencanan Program Pembangunan Desa

BAB IX PENUTI'P

LI\TIPIRAN

1. Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa :

a. Undangan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Pen5rusun
RPJM Desa;

b. Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim
Pen5rusun RPJM Desa;

c. Daftar Hadir Musyawarah Desa Pembentukan Tim
Pen5rusun RPJM Desa;

d. Notulensi Musyawarah Desa Pembentukan Tim Pen5rusun
RPJM Desa; dan

e. Surat Keputusan Tim Penyu.sun RPJM Desa Tahun 2016.

2. Rapat Pengkajian Keadaan Desa:

a. Undangan Rapat Pengkajian Keadaan Desa;

b. Berita Acara Rapat Pengkajian Keadaan Desa;

c. Daftar Hadir Rapat Pengkajian Keadaan Desa;

d. Notulensi Rapat Pengkajian Keadaan Desa;

3. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang
akan masuk ke Desa (Format I Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2OL4);

4. Daftar Sumber Daya ALam (Format II Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Olal;

5. Daftar Sumber Daya Manusia (Format III Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tatru
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6. Daftar sumber Daya Pembangunan (Format IV peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4l

7. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format V peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 20141;

8. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat (Format VI Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2olal;

9. Daftar Gagasan Gabungan pada Rapat Desa (Format VII
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4l;

lO.Daftar Gagasan RT.001/RW OO2 (Format VII Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4l;

ll.Daftar Gagasan RT.OO2/RW OO2 (Format V[I Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Olal;

72.Dafitar Gagasan RT.OO3/RW OO2 (Format Ir'II Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2OI4l;

l3.Sketsa Desa (Format VIII Peratural Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2Ol4l:-

l4.Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa (Format VIII
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014):

l5.Kalender Musim (Format IX Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2Ol4);

16.Daftar Masalah dan Potensi Kalender Musim (Format IX
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4l;

l7.Bagan Kelembagaan (Format X Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4);

l8.Daftar Masalah dan Potensi Bagan Kelembagaan (Format X
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 20141;

l9.Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Format XI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2OLal;

2O.Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Format XII
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2O1a);

2l.Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa :

a. Undangan Musyawarah Desa Pen5rusunan RPJM Desa;

b. Berita Acara Pen5rusunan RPJM Desa melalui
Musyawarah Desa (Format XIII Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun?Ol4);

c. Daftar Hadir Musyawarah Desa Pen5rusunan RPJM Desa;
dan

d. Notulensi Musyawarah Desa Pen5rusunan RPJM Desa.

22.Rancangan RPJM Desa (Format XIV Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4l;



-22-

23.Musyawaratr Desa Penyusunan Rancalgan RPJM Desa :

a. Undangan Musyawarah Desa Pen5rusunan Rancangan
RPJM Desa;

b. Berita Acara tentang Hasil Pen5rusunan Rancangan
RPJM Desa (Format XV Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2Ol4l;

c. Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyu.sunan Rancangan
RPJM Desa; dan

d. Notulensi Musyawarah Desa Pen5rusunan Rancangan
RPJM Desa.

24. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa PenSnrsunan dan
Penetapan RPJM Desa :

a. Undangan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
Pen5rusunan dan Penetapan RPJM Desa;

b. Berita acara Pen5rusunan RPJM Desa melalui
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Format XVI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll4 Tahun
20lal;

c. Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
Penyusunan dan Penetapan RPJMDesa; dan

d. Notulensi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
Penyusunan dan Penetapan RPJMDesa.

25. Lembar Pengesahan;

26, Perturan Desa tentang Rencana Pembangunan Ja::gka
Menengh Desa;

27. Foto Musyawarah Rencana Pembangunarl Desa.

(a) Tim Pen5rusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil
pen5rusuna-n rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan
oleh Tim Pen5rusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pas€.l27

(1) Kepafa Desa memeriksa Dokumen Rancangan RPJM Desa yang
telah disusun oleh Tim Pen5rusun RPJM Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21.

(2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan
arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(3) Dalam hal Rancangan RPJM Desa telatr disetujui oleh Kepala
Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa.

Paragraf 7

Pen5rusunan Rencena Pembaagunaa Desa Melalui Musyawarah
Perencanaatr Petnbangunan l)esa

Pasal 28

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati Rancangan RPJM Desa.

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyErrakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri
atas :

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. penvakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. Perwakilan forum anak;
j. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

l. kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosia-l
budaya Desa.

(4) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8

Penetapan dan penrbahan RPJM Desa

Pasal 29

(1) Kepala Desa mengarahkan Tim Perryusun RPJM Desa melakukan
perbaikan Dokumen Rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil
kesepakatan Musyawarah Pe
sebagaimana dimaksud dalam Pa
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(21 Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM
Desa.

Kepala Desa menJrusun Rancangan Peraturan Desa tentang
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati
bersama menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 3O

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :

a. tedadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kemsuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Bagian Kettga

Pen5rusunan RIIP Desa

Paragraf I
Umum

Pasal 31

(1) Pemerintah Desa menJrusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM
Desa.

(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi
dari Pemerintatr Daerah berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa
dan Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintatr Daerah.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli
Tahun berjalan.

(4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir
bulan September Tahun berjalan.

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

(3)

(4)

(1)

(21

,{a^
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Pasal 32

(1) Kepala Desa men]rusun RKP Desa dengan mengikutsertakan
masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

a. penJrusuna.n Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawaratr Desa;

b. pembentukan Tim Pen5rusun RKP Desa;

c. lokakarya Desa :

1. pencermatan Pendapatan Asli Desa;

2. pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa;

3. jaringan aspirasi masyarakat dari DPRD;

4. pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;

5. evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya

6. analisa keadaan damrat;

7. pencermatam Kesepakatan Kerjasama Antar Desa
dan/atau dengan pihak ketiga;

8. daftar usulan pelaksanaaan kegiatan pembangunan Desa

d. penyusuna.n r€rncEulga.n RKP Desa;

e. pen5rusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa;

f. penetapan RKP Desa;

g. perubahan RKP Desa; dan

h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Pen5rusuaan PerencaDaatr Pembangunan Desa nelalui
Musyawarah Desa

Pasal 33

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah
Desa dalam rangka penJrusunan Rencana Pembangunan Desa.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa men5rusun rancang€rn
RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni
Tahun berjalan.
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Pasal 34

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. mencerrnati ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
dan

c. membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan
keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
berasal dari warga masyarakat Desa.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Kepala
Desa dalam menJrusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tlm Penyusun RI(P Desa

Pasal 33

(1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala Desa selaku Pembina;

b. Sekretaris Desa selaku Kehra;

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris;
dan

d. Anggota yang meliputi : Perangkat Desa, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(a) Tim Pen5rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
men gikutsertakan perempuan.

(5) Pembentukan Tim Pen5rusun RKP Desa dilaksanakan pating
lambat bulan Juni Tahun berjalan.

(6) Tim pen1rusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
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Pasal 34

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. pencerrnatan Pendapatan Asli Desa;

b. pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa;

c. pencerrnatan ulang dokumen RPJM Desa;

d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya;

e. analisa keadaan damrat;

t. pencermatam Kesepakatan Kerjasama Antar Desa dan/atau
dengan pihak ketiga;

g. pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan
Desa;

h. penyusunan rancangan RKP Desa; dan

i. pen)rusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf4

Lokakarya Desa

Pasal 35

(1) Lokakarya dilaksanakan untuk membahas :

a. pencermatan Pendapatan Asli Desa;

b. pencerrnatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke desa;

c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

d. evaluasi pelaksa.naan RKP Desa Tahun sebelumnya;

e. analisa keadaan darurat;
f. pencermatam Kesepakatan Kerjasarna Antar Desa dan/atau

dengan pihak ketiga;

g. daftar usulan pelaksanaaan kegiatan pembalgunan Desa;

h. penyusunan rancangurn RKP Desa; dan

i. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

(2) Hasil lokakarya sebagaimarla pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara.
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Pasal 35

Peserta lokakarya Desa terdiri dari unsur :

a. Pemerintah Desa;

b. Badan Permusyawaratan Desa;

c. Lembagan Kemasyarakatan Desa;

d. Tokoh Masyarakat;

e. Perwakilan Wilayah;

f. Pelaku Ekonomi;

g. Kelompok Anak;

h. Masyarakat Miskin;

i. Kelompok Perempuan; dan
j. Masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 37

(1) Tim Pen5rusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan
Asli Desa untuk men5rusun arah Kebijakan Keuangan Desa.

(2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan potensi Pendapatan Asli Desa.

(3) Perkiraan Pendapatan Asli Desa minimal sama dengan Tahun
sebelumnya sesuai dengan kondisi Keuangan Desa.

Pasal 38

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah
Daerah tentang:

a. pagu indikatif Desa; dan

b. rencana progran/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli
setiap Tahun bedalan.

(3) Apabila informasi Pagu Indikatif Desa yang dimaksud ayat (2)
belum diterima oleh Pemerintah Desa maka dapat menggunakan
acuan Pagtr Indikatif Desa Tahun berjalan.
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(21

Pasal 39

(1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan Pagu Indikatif
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang meliputi :

a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari
Dana Perimbangan yang diterima;

c. rencar)a bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
dan

d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Tim PenSrusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang meliputi :

a. rencana kerja Pemerintah;

b- rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pernerintah Daerah; dan

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan ke dalam Format Pagu Indikatif Desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk
ke Desa.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4), Tim PenJrusun RKP Desa men5rusun rencana
pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam
rancangan RKP Desa.

Pasal 4O

Bupati menerbitkan Surat Pemberitalruan kepada Kepala Desa
dalam hat terjadi keterlambatan penyampaian informasi Pagu
Indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada
Pemerintatr Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan
pembangunarr sebagai dampak keterlambatan penyampaian
informasi sebagaimaroa dirnaksud pada ayat (1).

Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31
Desember Tahun bedalan.

(3)

(41

(s)

(1)

l2l

(3)
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Pasal 41

(1) Tim Penyusunan RKP Desa memfasilitasi skala prioritas usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa untuk I (satu) Tahun
anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen
RPJM Desa.

(21 Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format pencernatan RPJM Desa dan menjadi
dasar bagi Tim Pen5rusun RKP Desa dalam men5rusun rancangan
RKP Desa.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (21 dituangkan dalam format
hasil evaluasi RKP Desa.

Pasal 42

(1) Tim Pen5msun RKP Desa men5rusun daftar usulan Tim Pelaksana
Kegiatan Desa sesuai jenis rencarla kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Anggota pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.

Famgraf 5

Pen5rusunan Rancangan Dokumen RKP Desa

Pasal 43

(1) Penyusunan rancangarl RKP Desa berpedoman kepada hasil
kesepakatan Musyawarah Desa dan hasil L,okakarya Desa.

(2) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisikan uraian :

a. analisa prioritas RPJM Desa;

b. evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnyal

c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola
oleh Desa;

d. prioritas prograrn, kegiatal dan anggErran Desa yang dikelola
melalui Kerjasama Antar Desa dan pihak ketiga;


